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ABSTRAK

Penelitian ini membahas perkawinan pantang berupa larangan perkawinan
sesuku yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Padang Sawah, Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat Desa Padang Sawah
menganut agama Islam dan pada saat yang sama tetap menjalankan ketentuan adat
yang mengatur hubungan kekerabatan dan perkawinan. Kondisi tersebut
menimbulkan dua persoalan utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan
dilarangnya perkawinan sesuku dan kedudukan larangan tersebut apabila dilihat
dari perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan hukum empiris dan didukung penelitian kepustakaan (/ibrary
research). Penelitian bersifat deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan empat kepala suku, yaitu Kepala Suku Patopang, Melayu,
Domo, dan Peliang, serta Ustadz Asben, S.Pd.l. selaku Imam Malin Desa Padang
Sawah. Data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, sedangkan data
sekunder bersumber dari Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal ilmiah, peraturan
perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum adat, hukum
perkawinan Islam, dan Maslahah Mursalah. Data dianalisis secara komparatif
dengan mempertemukan temuan lapangan, ketentuan hukum adat, dan hukum
Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak
lahir dari satu faktor tunggal. Larangan tersebut berkaitan dengan warisan historis-
genealogis dari ninik moyang, sistem kekerabatan matrilineal dan prinsip eksogami,
penerimaan sosial masyarakat, serta keberadaan sanksi adat sebagai penguat
kepatuhan. Dalam perspektif hukum adat, larangan perkawinan sesuku merupakan
norma yang mempunyai daya ikat internal karena anggota satu suku dipandang
berada dalam satu lingkungan kekerabatan. Pelanggaran dapat menimbulkan denda
satu ekor kerbau, sanksi sosial, Sumpah Sotih, pengusiran, atau mekanisme pindah
suku menurut ketentuan masing-masing suku. Dalam perspektif hukum Islam,
kesamaan suku tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan mahram atau
keharaman perkawinan. Larangan adat dapat dipertahankan sebagai norma sosial
yang memiliki kemaslahatan dalam menjaga struktur kekerabatan dan keteraturan
masyarakat, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk membentuk kategori mahram
atau keharaman baru yang tidak ditetapkan oleh syariat.

Kata Kunci: Perkawinan Pantang, Perkawinan Sesuku, Hukum Adat, Hukum
Islam, Maslahah Mursalah.
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ABSTRACT

This study examines perkawinan pantang, specifically the prohibition of
intra-clan marriage that continues to be maintained by the community of Padang
Sawah Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency, Riau Province. The people
of Padang Sawah are Muslims while at the same time continuing to observe
customary rules governing kinship and marriage. This situation raises two main
issues: the factors underlying the prohibition of intra-clan marriage and the legal
position of the prohibition from the perspectives of customary law and Islamic law.

This study is field research using an empirical legal approach and is
supported by library research. It is descriptive-comparative in nature. Primary data
were obtained through interviews with four clan chiefs, namely the chiefs of the
Patopang, Melayu, Domo, and Peliang clans, as well as Ustadz Asben, S.Pd.I., the
Imam Malin of Padang Sawah Village. Data were also collected through
observation and documentation, while secondary data were drawn from the Qur’an,
Hadith, books, scholarly journals, statutory regulations, and other academic works
related to customary law, Islamic marriage law, and Maslahah Mursalah. The data
were analyzed comparatively by relating field findings to customary law and
Islamic law.

The findings show that the prohibition of intra-clan marriage does not arise
from a single factor. It is associated with historical-genealogical inheritance from
the ancestors, the matrilineal kinship system and the principle of exogamy, social
acceptance, and customary sanctions that reinforce compliance. From the
perspective of customary law, the prohibition constitutes an internally binding norm
because members of the same clan are regarded as belonging to one kinship circle.
Violations may result in a buffalo fine, social sanctions, Sumpah Sotih, expulsion,
or a clan-transfer mechanism, depending on the rules of each clan. From the
perspective of Islamic law, belonging to the same clan does not in itself create a
mahram relationship or render a marriage unlawful. The customary prohibition may
be maintained as a social norm insofar as it provides benefits for preserving kinship
structures and social order, but it cannot be used to create a new category of mahram
or prohibition that is not established by Islamic law.

Keywords: Perkawinan Pantang, Intra-Clan Marriage, Customary Law, Islamic
Law, Maslahah Mursalah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa
lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
tidak
| Alif tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ Te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
z ha’ H
bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
L ra R Br
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o Sad N es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di
U= Dad D
bawah)
Lk ta’ T te (dengan titik di bawah)
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zet (dengan titik
L za’ VA
dibawah)
‘ain ¢ koma terbalik di atas
Gain G Ge
] Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
Il Kaf K Ka
J Lam L ‘el
N Mim M ‘em
8] Nun N ‘en
s Waw w w
o ha’ H Ha
s Hamzah g Apostrof
& Ya Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
daddia Ditulis muta'addidah
X Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
] Ditulis Hikmah
& Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, dan zakat, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

sLIY1 4 8

Ditulis

karamah al-Auliya’

3. Bilata’ marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t atau h.

Sl 38 Ditulis zakatul fitri
Vokal Pendek
_ | A
N Fathah Ditulis
Jd fa’ala
. . I
: Kasrah Ditulis )
K Zukira
’ U
e Dammah Ditulis
LA Yazhabu
Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
s ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
P ditulis tansa
kasrah + ya’ mati ditulis 1
25k ditulis kari>m
dammah + wawu mati ditulis 0
@ i ditulis furad




F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati ditulis Ai
Ky ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
Jd ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

]

ditulis
ditulis

a'antum

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J), namun
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf kamariah.
1.  Bila diikuti huruf Kamariah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Kamariah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya
oAl Ditulis al-Qur'an
Gl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diitkuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

plad) Ditulis as-sama

il Ditulis asy-syams




Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

asAll g 3 Ditulis zawi al-Furtid
) Ghl Ditulis ahl as-Sunnah
. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

S as 0 sl fiany s Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, dan zakat.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, dan Figh
Jinayah.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, contonya Quraish Shihab, dan
Ahmad Syukri Soleh.

4.  Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contohnya
Mizan, Hidayah, dan Taufiq, Al-Ma’arif.



KATA PENGANTAR

w2z P A o
Gl o 4Ty ik o oy Ll 4 iy o b A

R
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran. Sejak dilahirkan
manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan
hidup, sehingga dalam suatu pergaulan hidup pada umumnya seorang pria
maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan tujuan
membentuk sebuah keluarga.'

Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting
dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak
mengherankan jika agama mengatur masalah perkawinan, bahkan tradisi atau
adat masyarakat dan institusi negara juga turut mengatur perkawinan yang
berlaku di kalangan masyarakat.?

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan
pria sebagai calon mempelai, tetapi juga melibatkan orang tua kedua belah

pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga masing-masing.’

! Izza Amirul Fadhilah dan Binti Maunah, “Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan
Dapat Dididik,” Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 15, No. 2 (2021), him. 254—
268.

2 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal
Center Publishing, 2002), hlm. 8.

3 Laksanto Utomo, Hukum Adat (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him. 89.



Pelaksanaan perkawinan memiliki banyak variasi dan ragam menurut
tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kondisi sosial masyarakat.
Penggunaan adat atau aturan tertentu dalam pelaksanaan perkawinan pada suatu
masyarakat juga dapat berkaitan dengan ketentuan agama yang dianut oleh
masyarakat tersebut. Selain sebagai peristiwa sosial, dalam agama perkawinan
merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sakral. Hukum perkawinan di
Indonesia secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perkawinan.*

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak
hanya berkaitan dengan hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum
agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.”> Walaupun perkawinan
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam
masyarakat tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari adat istiadat yang
berkembang pada masing-masing daerah.®

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya merupakan hubungan
keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempunyai
dimensi keagamaan. Perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat, baik berkaitan dengan rukun,

4 Ria Febria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang, “Kajian Hukum Perkawinan
Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau,” Semarang Law Review (SLR), Vol. 3, No. 1 (2022),
hlm. 12.

5 Ibid.

¢ M. Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan,” Soumatera Law Review, Vol. 2, No. 2 (2019), him. 297-308.



syarat, maupun pihak-pihak yang diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan
perkawinan.

Di sisi lain, keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat tidak serta-
merta menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum Islam. Adat
merupakan bagian dari tata kehidupan sosial yang tumbuh dan dipertahankan
oleh masyarakat, sedangkan hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri
dalam menentukan kedudukan suatu perkawinan. Oleh karena itu, hubungan
antara ketentuan adat dan hukum Islam perlu dilihat berdasarkan bentuk dan
dasar masing-masing aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat yang masih mempertahankan
ketentuan adat dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Desa Padang Sawah
menganut agama Islam, dan kehidupan keagamaan menjadi bagian dari
kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan
keagamaan serta keberadaan tokoh agama yang mempunyai peranan dalam
memberikan pemahaman terhadap berbagai persoalan keagamaan, termasuk
persoalan perkawinan.’

Pada saat yang sama, masyarakat Desa Padang Sawah juga
mempertahankan aturan adat mengenai larangan perkawinan yang dikenal

dengan istilah perkawinan pantang. Salah satu bentuk perkawinan pantang yang

masih dipertahankan adalah larangan perkawinan antara laki-laki dan

7 Wawancara dengan Ustadz Asben, S.Pd.I., Imam Malin Desa Padang Sawah, di Desa
Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.



perempuan yang berasal dari suku yang sama. Masyarakat Desa Padang Sawah
terdiri atas empat suku, yaitu Suku Domo, Suku Peliang, Suku Melayu, dan
Suku Patopang.®

Ketentuan larangan perkawinan sesuku berkaitan dengan sistem
kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat menarik keanggotaan
suku melalui garis keturunan ibu atau matrilineal. Dalam struktur kekerabatan
tersebut, orang-orang yang berasal dari suku yang sama dipandang sebagai
bagian dari satu lingkungan kekeluargaan menurut adat meskipun hubungan
genealogis langsung di antara mereka telah jauh atau tidak lagi dapat ditelusuri
secara pasti.

Sistem kekerabatan tersebut mempunyai hubungan dengan prinsip
eksogami. Dalam hukum adat, sistem perkawinan eksogami menghendaki
seseorang mencari pasangan dari luar lingkungan kerabat atau kelompok
sukunya sendiri.” Prinsip tersebut juga terdapat dalam kehidupan masyarakat
Desa Padang Sawah. Anggota Suku Domo, Peliang, Melayu, maupun Patopang
diarahkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang berasal dari

suku yang berbeda.!”

8 Wawancara dengan Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang; Datuk Ajar
Malis (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu; Datuk Darnius (Datuk Sotih), Kepala Suku Domo; dan
Datuk Melis (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau,
tanggal 1 Maret 2024,

% Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), him.
15.

10 Wawancara dengan Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang; Datuk
Ajar Malis (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu; Datuk Darnius (Datuk Sotih), Kepala Suku
Domo; dan Datuk Melis (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri,
Riau, tanggal 1 Maret 2024.



Larangan perkawinan sesuku telah diterima dan diwariskan secara turun-
temurun dalam kehidupan masyarakat Desa Padang Sawah. Bagi masyarakat
adat, hubungan sesuku dipandang sebagai hubungan kekeluargaan sehingga
perkawinan antara anggota suku yang sama termasuk perkawinan yang
dipantangkan. Ketentuan tersebut tidak hanya berbentuk anjuran, tetapi
mempunyai konsekuensi adat apabila dilanggar. Berdasarkan keterangan para
pemangku adat, pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai denda
adat berupa satu ekor kerbau, tekanan atau pengucilan sosial, serta dalam
kondisi tertentu dapat berujung pada pengusiran dari lingkungan kampung.!!

Ketentuan adat tersebut menjadi menarik apabila dilihat dalam
hubungannya dengan hukum Islam. Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri
dalam menentukan pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi. QS. An-Nisa’ (4):
23 antara lain mengatur larangan perkawinan yang timbul karena hubungan
nasab, persusuan, dan hubungan karena perkawinan.'? Kesamaan suku tidak
dengan sendirinya termasuk sebagai sebab timbulnya hubungan mahram
menurut hukum Islam.

Dengan demikian, terdapat perbedaan dasar dalam menentukan larangan
perkawinan. Hukum adat Desa Padang Sawah menempatkan kesamaan suku
sebagai dasar perkawinan pantang karena anggota satu suku dipandang berada

dalam satu kelompok kekerabatan menurut adat. Sementara itu, hukum Islam

' Wawancara dengan Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang; Datuk
Ajar Malis (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu; Datuk Darnius (Datuk Sotih), Kepala Suku
Domo; dan Datuk Melis (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri,
Riau, tanggal 1 Maret 2024.

12 An-Nisa’ (4): 23.



menentukan larangan perkawinan berdasarkan hubungan-hubungan yang
mempunyai dasar dalam syariat.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa masyarakat Desa Padang Sawah
memisahkan adat dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat dikenal
falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Keterangan
Ustadz Asben, S.Pd.l., selaku Imam Malin Desa Padang Sawah juga
menunjukkan adanya hubungan antara adat dan agama dalam kehidupan
masyarakat.!> Ketentuan agama menjadi dasar dalam persoalan hukum
keagamaan, sedangkan adat tetap mempunyai fungsi dalam mengatur
kehidupan sosial dan hubungan kekerabatan masyarakat.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji. Di
satu sisi, masyarakat Desa Padang Sawah merupakan masyarakat yang
menganut agama Islam dan menjalankan kehidupan keagamaan. Di sisi lain,
masyarakat tersebut masih mempertahankan larangan perkawinan sesuku
sebagai ketentuan adat yang mempunyai daya ikat serta konsekuensi bagi pihak
yang melanggarnya. Sementara itu, kesamaan suku tidak dengan sendirinya

merupakan sebab larangan perkawinan menurut hukum Islam.

13 Wawancara dengan Ustadz Asben, S.Pd.l., Imam Malin Desa Padang Sawah, di Desa
Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian di fokuskan kepada
permasalahan sebagai berikut:
1. Apa faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku di Desa Padang
Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?
2. Bagaimana perspektif Hukum Adat dan hukum Islam terhadap larangan
perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa faktor-faktor
penyebab dilarangnya perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah,
Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

b. Untuk menganalisis larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah
berdasarkan perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam dengan
menggunakan teori Maslahah Mursalah sebagai landasan analitis.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat

di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau

ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai

berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian Hukum Adat dan Hukum Islam, khususnya



mengenai hubungan antara norma perkawinan adat dengan ketentuan
perkawinan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan
dapat memperkaya kajian mengenai penggunaan teori Maslahah
Mursalah dalam menilai keberadaan norma adat yang masih hidup dan
dipertahankan dalam masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat, pemangku adat, dan tokoh agama mengenai kedudukan
larangan perkawinan sesuku dalam hukum adat serta batas-batasnya
dalam hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai adat dengan
tetap memperhatikan ketentuan syariat dan kemaslahatan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai larangan perkawinan sesuku telah dilakukan dalam
sejumlah penelitian terdahulu dengan objek, lokasi, pendekatan, dan perspektif
hukum yang berbeda. Penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut
diperlukan untuk mengetahui posisi penelitian mengenai perkawinan pantang
di Desa Padang Sawah serta membedakannya dari kajian yang telah dilakukan
sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ifaldi Andri dengan judul “Larangan
Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio
Kabupaten Kampar.” Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan
pendekatan yuridis-sosiologis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku masih



dipertahankan oleh masyarakat Suku Domo sebagai warisan leluhur yang
berkaitan dengan sistem kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga menimbulkan sanksi adat.'

Penelitian kedua dilakukan oleh Annisa Habibah Sahju mengenai
“Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak
Padang Pariaman di Bandar Lampung.” Penelitian tersebut menggunakan
pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan kajian pada hukum
adat. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Suku Jambak tetap
mempertahankan larangan perkawinan sesuku meskipun berada di luar daerah
asalnya. Larangan tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas
adat dan hubungan kekeluargaan di antara anggota suku.'”

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Fikri Hanif dengan judul
“Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah
Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera
Barat.” Penelitian lapangan tersebut menggunakan perspektif hukum keluarga
Islam melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kesamaan suku tidak termasuk sebab larangan perkawinan yang

ditetapkan dalam hukum Islam apabila tidak terdapat hubungan mahram,

14 Ifaldi Andri, “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa
Rumbio Kabupaten Kampar,” Skripsi Universitas Riau (2021).

15 Annisa Habibah Sahju, “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat
Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung,” Skripsi Universitas Lampung (2018).
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sedangkan larangan sesuku lebih ditempatkan sebagai norma adat yang
berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat.'®

Penelitian keempat dilakukan oleh Rocky dengan judul “Pelaksanaan
Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten
Pelalawan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” Penelitian tersebut
menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui wawancara terhadap tokoh
adat dan tokoh agama. Penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan
sesuku masih dipertahankan sebagai bagian dari hukum adat Melayu
Petalangan, sedangkan dari perspektif hukum Islam kesamaan suku tidak
memengaruhi keabsahan akad nikah.!”

Penelitian kelima dilakukan oleh E. K. Sari dengan judul “Analisis
Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqgashid Syariah.”
Penelitian tersebut bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan magasid
al-syari‘ah melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menempatkan larangan
nikah sesuku sebagai bagian dari konstruksi hukum adat yang dipandang
mempunyai hubungan dengan pemeliharaan keturunan dan kehidupan sosial

masyarakat.'®

Posisi penelitian terdahulu tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

16 Muhammad Fikri Hanif, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah
Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera
Barat,” Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018).

!7 Rocky, “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di
Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Universitas Islam Riau
(2022).

18 B. K. Sari, “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid
Syariah,” Skripsi IAIN Curup (2018).
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Perbedaan
Peneliti dan | Fokus
No. .\ Metode/Perspektif | dengan
Tahun Penelitian e
Penelitian ini
Berfokus pada
satu suku dan
pelaksanaan
larangan adat,
Larangan
. sedangkan
perkawinan o
penelitian ini
| sesuku pada | e )
Ifaldi Andri Empiris, yuridis- | mengkaji empat
1 Suku Domo di ) . _
(2021) sosiologis suku di Desa
Desa Rumbio,
Padang Sawah
Kabupaten
serta
Kampar
menganalisisnya
menurut hukum
adat dan hukum
Islam.
Berfokus pada
keberlangsungan
larangan Suku
Larangan
‘ Jambak di
perkawinan
perantauan,
‘ sesuku pada
Annisa sedangkan
. masyarakat Kualitatif- o
Habibah I penelitian ini
2 ‘ Suku Jambak deskriptif, hukum .
Sahju mengkaji
Padang adat
(2018) _ ‘ struktur
Pariaman di
kesukuan dan
Bandar )
praktik
Lampung )
perkawinan
pantang pada

masyarakat
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Desa Padang

Sawah.

Larangan nikah

Lebih
menitikberatkan
hukum keluarga
Islam,
sedangkan

penelitian ini

Muhammad | sesuku di Penelitian
o . : mempertemukan
Fikri Hanif | Sungai Rotan, lapangan, hukum o
analisis hukum
(2018) Kabupaten keluarga Islam
adat dan hukum
Agam
Islam
berdasarkan data
pemangku
empat suku dan
tokoh agama.
Memiliki
kedekatan tema,
tetapi objek
Larangan masyarakat adat
perkawinan dan struktur
sesuku dalam i | | kesukuannya
Rocky Empiris-kualitatif,
adat Melayu berbeda.
(2022) hukum Islam o
Petalangan, Penelitian ini
Kabupaten secara khusus
Pelalawan mengkaji Desa

Padang Sawah
dengan empat

suku dan variasi
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mekanisme

adatnya.

E. K. Sari
(2018)

Larangan nikah
sesuku di

Minangkabau

Normatif,
magqasid al-

syari ‘ah

Berbasis studi
kepustakaan dan
analisis
maqasid,
sedangkan
penelitian ini
merupakan
penelitian
lapangan yang
bertumpu pada
data empiris
masyarakat
Desa Padang

Sawabh.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat persamaan berupa

pembahasan mengenai keberadaan larangan perkawinan sesuku dalam

masyarakat adat. Namun, masing-masing penelitian mempunyai fokus dan

pendekatan yang berbeda. Sebagian penelitian menitikberatkan pada satu

kelompok suku, sebagian berfokus pada hukum adat, sedangkan penelitian

lainnya menggunakan perspektif hukum keluarga Islam atau magdasid al-

syari‘ah.

Penelitian mengenai Desa Padang Sawah mempunyai fokus yang lebih

spesifik pada praktik perkawinan pantang yang berlaku pada empat suku, yaitu
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Suku Patopang, Melayu, Domo, dan Peliang. Data penelitian diperoleh secara
langsung dari empat kepala suku dan Imam Malin Desa Padang Sawah. Kajian
tidak hanya melihat keberadaan larangan perkawinan sesuku, tetapi juga
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan
larangan tersebut, bentuk penerapannya pada masing-masing suku, serta
kedudukannya berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Dengan demikian, perbedaan penelitian ini tidak semata-mata terletak
pada lokasi penelitian. Perbedaannya juga terdapat pada cakupan kelompok
adat yang diteliti, sumber data lapangan, fokus terhadap faktor pembentuk dan
keberlangsungan norma, variasi penerapan antarsuku, serta penggunaan dua
perspektif hukum dalam menganalisis objek yang sama. (cek semua footnote)

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan
digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan
diteliti.' Adapun teori yang relevan untuk mengkaji masalah larangn
perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar Riau ini yaitu teori Maslahah Mursalah dalam sistem hukum Islam.
Maslahah mursalah adalah  metode penetapan hukum berdasarkan
kemslahatan universal sebagai tujuan syara’, tanpa berdasarkan secara

langsung pada teks atau makna nas tertentu.?”

19 Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Suariah
dan Hukum press, 2021), hlm 8.

20 Abu Yazid Adnan Quthny, ‘Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum
Islam Dan Solusi Problematika Umat’, Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, 5.1 (2019), 1-19.
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Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia
menjadi giyas. Sedangkan jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya
secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi sifatnya yang
mengutamakan maksud syara’, Maslahah mursalah disamakan dengan istihsan
bi al-darurah. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada
tiga jenis kemslahatan manusia, yakni: daruriyah, hajivat, dan tahsiniyat.*!
Maslahah mursalah berlandaskan pada kemslahatan yang bersifat daruri,
yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan
Maslahah mursalah harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Daruriyah yang berarti kemaslahatan yang sangat esensial dan primer

2. Qath’iyyah yang berarti kemaslahatannya sangat jelas dan tegas

3. Kuliyyah yang berarti kemaslahatannya bersifat universal

4. Mu’tabarah yang berarti kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari
keseluruhan garinah

Untuk memakai metode Maslahah mursalah secara benar dan tidak
disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat. Pertama,
adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok
(paradigma) Maslahah universal yang disebut ushul, dan tidak bertentangan
dengan dalil-dalil gath’i sehingga sejalan dengan Maslahah yang menjadi

tujuan syara’ meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun.??

2! Syamsia Syamsia, Aris Nur Qadar Ar Razak, and Ahmadi Ahmadi, ‘Kawin Pura Sebagai
Passampo Siri Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Wolo Kabupaten
Kolaka)’, KALOSARA: Family Law Review, 2.2 (2023), 138.

221, Firdaus, Z., & Musarrofa, ‘Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah.’, AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal
of Islamic Family Law, 7.2 (2017), 214-50.
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Kedua, kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya
kesesuaian dengan paradigm maslahah yang dapat diterima secara universal
oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunanya, maslahah dapat
menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia
mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman:

LOe ) e Jea e
Artinya: dan Allah mengadakan atas kamu kesulitan dalam agama...
(QS. Al-hajj (22):78)

Di samping itu, para penganut teori maslahah mursalah, khususnya
Mazhab Maliki, mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, sebagaimana
dikemukakan oleh Abu Zahrah. Pertama, para sahabat Rasulullah Saw telah
menerapkan maslahah mursalah dalam penetapan hukum. Contohnya adalah
pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf yang tidak pernah
dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Dasar pelaksanaannya adalah maslahah,
yakni demi terpeliharanya Al-Qur'an agar nilai mutawatirnya tidak berkurang
akibat wafatnya para sahabat penghafal Al-Qur'an.

Selain itu, dipahami bahwa maslahah mursalah sama sekali tidak
meninggalkan nas-nas syariat yang bersifat qath’i, melainkan hanya
berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya zhanni. Maslahah mursalah justru
berdasar pada kandungan umum dari syariat yang tujuannya adalah
mewujudkan kemaslahatan, sehingga metode tersebut dapat memiliki

kekuatan yang qath’i. Oleh karena itu, jika suatu nas mengandung pengertian
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umum yang sifatnya tidak gath’i, maslahah berfungsi untuk men-takhshish-
kannya (mengkhususkan hukumnya).

Teori Maslahah Mursalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk
menilai keberadaan larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah.
Penilaian diarahkan pada kemaslahatan yang menjadi dasar dipertahankannya
ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan
struktur kekerabatan dan keteraturan sosial. Pada saat yang sama, penggunaan
Maslahah Mursalah tetap dibatasi oleh ketentuan hukum Islam mengenai
pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi. Dengan demikian, teori ini
digunakan untuk menilai kemanfaatan norma adat, bukan untuk membentuk
kategori mahram atau keharaman perkawinan yang baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian lapangan atau
(field research) ditinjau darimana peneliti memperoleh data. Penelitian
lapangan yaitu penelitian dengan cara menggunakan informasi yang
diperoleh dari sarana penelitian yang disebut dengan informan atau
responden dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lokasi
penelitian.?

Peneliti mengambil objek penelitian di Desa Padang Sawah,

Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selain

23 Djaman Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hilm 23.
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menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan
metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara
memperoleh data melalui sebuah buku, jurnal dan karya tulis ilmiah yang
relevan dengan topik bahasan.**
Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan menganalisis
data dan menyajikan fakta secara sistematik mengenai objek yang
sebenenarnya tentang bagaimana peristiwa, situasi sosial, dan kegiatan yang
ada di masyarakat tersebut. Kemudian dengan deskriptif komparatif akan
membandingkan antara hukum adat dan hukum Islam yang berkembang di
daerah tersebut.
Sumber Data
a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara pendapat
dari tokoh adat dan tokoh agama di Desa Padang Sawah tentang
larangan perkawinan sesuku, melakukan observasi, dan dokumentasi.
b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui sebuah karya yang berkaitan
dengan objek bahasan, baik berupa buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.
Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung

ke lapangan, kemudian melakukan pengamatan permasalahan.®

24 Ibid.
23 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Bantul: KBM Indonesia, 2021), him. 30.
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b. Wawancara, adalah pengambilan data melalui sebuah pertanyaan yang
diajukan secara lisan kepada narasumber secara langsung.*°

c. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan
data dokumen baik berupa foto atau video yang berkaitan dengan objek

penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris, sebuah
perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang tidak tertulis
yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.>’

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Penyusun
mengumpulkan, memahami dan menjelaskan dari pandangan tokoh adat
dan tokoh agama mengenai larangan perkawinan sesuku di Desa Padang
Sawabh.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai
konstruksi hukum adat serta pilar-pilar keagamaan yang melingkupi
fenomena larangan perkawinan sesuku, peneliti menetapkan lima orang
informan kunci (key informants). Informan-informan tersebut merupakan

jajaran pemangku adat tertinggi (Kepala Suku/Ninik Mamak) dan tokoh

26 Mohammad Faizal Amir & Septi Budi Sartika. Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar

Bidang Pendidikan. (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2017), hlm. 32.

80.

27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.
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agama yang memegang wewenang kultural serta keagamaan di Desa

Padang Sawah. Para informan kunci tersebut meliputi:

1.

Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Usia 67 Tahun — Kepala Suku
Pitopang.

Datuk Ajar Malis (Datuk Marajo), Usia 69 Tahun — Kepala Suku
Melayu.

Datuk Darnius (Datuk Sotih), Usia 56 Tahun — Kepala Suku Domo.
Datuk Melis (Datuk Mulih), Usia 64 Tahun — Kepala Suku Peliang.
Ustadz Asben, S.Pd.I (Imam Malin), Usia 41 Tahun — Tokoh Agama /

Imam Malin Desa Padang Sawah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi akan di bagi menjadi 5 bab:

Bab pertama membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori pengertian dasar yaitu mengenai

teori Maslahah Mursalah dan membahas mengenai pengertian larangan

perkawianan sesuku.
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Bab ketiga menjelaskan letak geografis, keadaan sosial keagamaan, profil
Desa Padang Sawah dan sejarah larangan perkawinan sesuku di Desa Padang
Sawabh.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan analisis korelasi hukum adat
dan hukum islam dalam penetapan larangan perkawinan sesuku di Desa Padang
Sawabh.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpilan hasil dari

pembahasan serta saran dari penelitian.



BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
perkawinan pantang di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah
disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor
historis-genealogis berupa ketentuan adat yang telah diwariskan secara
turun-temurun dari ninik moyang dan tetap diteruskan oleh para
pemangku adat. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal yang
menempatkan seseorang sebagai anggota suku berdasarkan garis
keturunan ibu serta prinsip eksogami yang menghendaki perkawinan
dilakukan dengan pasangan dari luar suku. Kesamaan suku dipandang
sebagai kesamaan lingkungan kekerabatan sehingga perkawinan antara
anggota suku yang sama ditempatkan sebagai perkawinan pantang.
Ketiga, penerimaan sosial masyarakat dan pemangku adat yang terus
mempertahankan larangan tersebut sebagai bagian dari tata kehidupan
bersama. Adapun keberadaan sanksi adat bukan merupakan penyebab
awal terbentuknya larangan, melainkan berfungsi sebagai penguat
kepatuhan dan keberlangsungan norma. Bentuk sanksi yang ditemukan

meliputi denda satu ekor kerbau, sanksi sosial, Sumpah Sotih pada Suku

123
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Melayu, kemungkinan pengusiran, serta mekanisme perpindahan suku
pada Suku Domo.

2. Dalam perspektif hukum adat, larangan perkawinan sesuku
mempunyai kedudukan sebagai norma yang mengikat secara internal
dalam masyarakat Desa Padang Sawah. Daya ikat tersebut bersumber
dari struktur kekerabatan, prinsip eksogami, penerimaan masyarakat,
kewenangan pemangku adat, serta konsekuensi terhadap pelanggaran.
Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kesamaan suku tidak
dengan sendirinya menimbulkan hubungan mahram atau menjadi sebab
keharaman perkawinan. Larangan perkawinan menurut hukum Islam
ditentukan berdasarkan hubungan yang diakui oleh syariat, antara lain
hubungan nasab, persusuan, dan hubungan karena perkawinan. Oleh
karena itu, perkawinan antara dua orang yang berasal dari suku yang
sama tetap dapat dinilai sah menurut hukum Islam sepanjang tidak
terdapat penghalang perkawinan dan rukun serta syarat perkawinan
telah terpenuhi. Berdasarkan Maslahah Mursalah, larangan perkawinan
sesuku dapat mengandung kemaslahatan sosial dalam menjaga struktur
kekerabatan, kepatutan adat, dan keteraturan kehidupan masyarakat.
Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat menjadi dasar untuk
mempertahankan norma dalam ruang sosial-adat dan tidak dapat
digunakan untuk membentuk kategori mahram atau menetapkan

keharaman baru yang tidak ditentukan oleh syariat.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat
diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemangku adat dan masyarakat Desa Padang Sawah
diharapkan tetap memberikan pemahaman yang jelas mengenai
kedudukan perkawinan pantang sebagai ketentuan adat, sekaligus
membedakannya dari kategori haram dalam hukum Islam. Pembedaan
tersebut penting agar penghormatan terhadap adat tetap berjalan tanpa
menimbulkan pemahaman bahwa kesamaan suku dengan sendirinya
membentuk hubungan mahram.

2. Dalam penyelesaian pelanggaran perkawinan sesuku,
pemangku adat diharapkan mengutamakan musyawarah dan
mempertimbangkan proporsionalitas antara kepentingan menjaga
keberlangsungan adat dengan akibat yang diterima oleh pasangan.
Mekanisme penyelesaian yang tetap menjaga tata kekerabatan tetapi
mengurangi kemudaratan terhadap para pihak dapat diprioritaskan
sepanjang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

3. Tokoh adat dan tokoh agama di Desa Padang Sawah
diharapkan terus membangun komunikasi dalam menjelaskan hubungan
antara adat dan syariat, terutama dalam persoalan perkawinan.
Hubungan tersebut dapat diarahkan pada pemeliharaan nilai dan

kemaslahatan sosial masyarakat tanpa mengubah ketentuan mengenai
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keabsahan dan larangan perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum

Islam.
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